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Abstract: The digital transformation of port services through the implementation of Inaportnet aims to enhance 

efficiency, transparency, and accuracy in maritime administration, particularly in the issuance of Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB). However, its implementation faces various challenges, primarily in stakeholder 

coordination, involving Syahbandar (Harbormaster), Customs, Immigration, Port Health Quarantine (KKP), port 

operators, and shipping agents. This study analyzes key challenges in Inaportnet implementation, including 

regulatory misalignment between institutions, lack of system interoperability, inadequate digital infrastructure in 

several ports, and low digital literacy among users. Using a qualitative descriptive method with a literature review 

approach, this research examines various regulations, industry reports, and previous studies to identify obstacles 

and optimal strategies for Inaportnet adoption. The findings reveal that fragmented regulations across institutions 

lead to procedural inconsistencies, causing delays in SPB issuance. Additionally, limited interoperability between 

Inaportnet and other institutional systems, such as CEISA (Customs) and SIMKIM (Immigration), hampers 

document verification. Other barriers include digital infrastructure disparities, where 65% of feeder ports in 

Indonesia still experience limited internet access, and low digital literacy among system users, leading to data 

entry errors and administrative delays. To address these challenges, this study recommends harmonizing 

regulations, enhancing system interoperability, investing in digital infrastructure, and providing continuous 

technical training for stakeholders. With these strategies, Inaportnet is expected to function optimally, support 

port service digitalization, and enhance the competitiveness of Indonesia’s maritime sector in global trade. 
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Abstrak: Transformasi digital layanan kepelabuhanan melalui penerapan Inaportnet bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam administrasi kepelabuhanan, khususnya dalam penerbitan 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun, dalam penerapannya, Inaportnet menghadapi berbagai tantangan, 

terutama dalam koordinasi pemangku kepentingan, yang melibatkan Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina 

Kesehatan Pelabuhan (KKP), operator pelabuhan, dan agen pelayaran. Penelitian ini menganalisis tantangan 

utama dalam penerapan Inaportnet, termasuk ketidakselarasan regulasi antarlembaga, kurangnya interoperabilitas 

sistem, infrastruktur digital yang tidak memadai di beberapa pelabuhan, dan rendahnya literasi digital di kalangan 

pengguna. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini 

mengkaji berbagai regulasi, laporan industri, dan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kendala dan 

strategi optimal untuk adopsi Inaportnet. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa regulasi yang terfragmentasi 

di seluruh lembaga menyebabkan inkonsistensi prosedural, yang menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan 

SPB. Selain itu, interoperabilitas yang terbatas antara Inaportnet dan sistem kelembagaan lainnya, seperti CEISA 

(Bea Cukai) dan SIMKIM (Imigrasi), menghambat verifikasi dokumen. Kendala lainnya adalah kesenjangan 

infrastruktur digital, di mana 65% pelabuhan pengumpan di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses 

internet, dan rendahnya literasi digital di antara pengguna sistem, yang menyebabkan kesalahan entri data dan 

keterlambatan administratif. Untuk mengatasi tantangan ini, studi ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, 

peningkatan interoperabilitas sistem, investasi dalam infrastruktur digital, dan penyediaan pelatihan teknis 

berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Dengan strategi ini, Inaportnet diharapkan dapat berfungsi secara 

optimal, mendukung digitalisasi layanan pelabuhan, dan meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia dalam 

perdagangan global. 

 

Kata kunci: Inaportnet, digitalisasi pelabuhan, koordinasi stakeholder, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), 

administrasi publik, efisiensi kepelabuhanan. 
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1. LATAR BELAKANG 

Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama dalam jaringan 

transportasi laut, yang tidak hanya mendukung aktivitas perdagangan domestik tetapi juga 

mendorong konektivitas internasional. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, 

pelabuhan menjadi infrastruktur vital yang menunjang arus barang, jasa, dan mobilitas 

masyarakat di berbagai wilayah. Sementara itu, dalam kajian administrasi publik, 

pelabuhan dapat dipandang sebagai entitas pelayanan publik yang harus memenuhi prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Peran pelabuhan juga 

tercermin dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam 

meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing perdagangan global.  

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, efisiensi dan transparansi dalam operasional 

pelabuhan menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing maritim Indonesia. 

Transformasi pelayanan pelabuhan berbasis teknologi digital, seperti implementasi sistem 

Inaportnet, menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab tuntutan tersebut. Melalui 

Kementerian Perhubungan, pemerintah telah menginisiasi penerapan sistem Inaportnet 

sebagai upaya untuk mengintegrasikan layanan kepelabuhanan secara elektronik yang 

bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi waktu, dan 

memastikan akurasi data dalam operasional pelabuhan. Sejak diterapkan pada lebih dari 40 

pelabuhan utama dan pengumpul sejak tahun 2019, jumlah pelabuhan yang menggunakan 

sistem ini terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, hingga tahun 

2023, sebanyak 149 pelabuhan telah mengadopsi Inaportnet, dengan target mencapai 260 

pelabuhan pada tahun 2024. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

pelabuhan Indonesia dalam perdagangan global serta mempercepat proses administrasi dan 

layanan kepelabuhanan yang lebih modern dan efisien. Namun, keberhasilan implementasi 

Inaportnet tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada efektivitas 

koordinasi antara stakeholder yang terlibat. Artikel ini mengeksplorasi teori administrasi 

publik, sistem informasi, dan manajemen stakeholder untuk memahami tantangan dan 

solusi dalam implementasi sistem Inaportnet. 

Sistem Inaportnet, sebagai platform digital yang mengintegrasikan proses layanan 

kapal dan barang, dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses 

administrasi, termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Tujuan utamanya 

adalah menciptakan koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan, 

seperti Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, operator pelabuhan, dan agen pelayaran. Namun, 

dalam implementasinya, sistem Inaportnet di Indonesia menghadapi tantangan besar yang 
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menghambat pencapaian tujuan tersebut. Data dari Kementerian Perhubungan (2022–

2023) menunjukkan bahwa 65% keterlambatan penerbitan SPB disebabkan oleh kendala 

teknis, kurangnya infrastruktur pendukung, dan koordinasi yang tidak optimal antara 

stakeholder. Dalam perspektif teori administrasi publik, permasalahan ini menunjukkan 

adanya kesenjangan koordinasi horizontal di antara instansi terkait dan fragmentasi proses 

administrasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap inefisiensi dalam pelayanan 

pelabuhan. 

Sebagai contoh, meskipun sistem Inaportnet bertujuan untuk menciptakan 

interoperabilitas data dan meminimalkan tumpang tindih prosedur, keterbatasan kapasitas 

infrastruktur teknologi informasi di beberapa pelabuhan menyebabkan proses digitalisasi 

menjadi tidak konsisten. Di sisi lain, agen-agen pelayaran, yang bertanggung jawab untuk 

memastikan kelancaran operasional kapal, sering kali mengalami kendala dalam memenuhi 

persyaratan administratif dan teknis yang diatur oleh berbagai instansi. Hal ini berdampak 

langsung pada biaya logistik nasional, yang saat ini mencapai 23,5% dari Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia, salah satu yang tertinggi di dunia (World Bank, 2023). 

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

implementasi Inaportnet. Ilhamsyah (2023) menyoroti bahwa perbedaan prosedur internal 

antar instansi dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi. Sementara itu, 

Ritonga et al. (2022) menemukan bahwa kesiapan digitalisasi pelabuhan di Indonesia 

berada pada tingkat "cukup", dengan skor 3,9 dari skala 1–6, menunjukkan perlunya 

peningkatan dalam aspek manajemen sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi 

informasi. 

Selain itu, penelitian oleh Sugiono et al. (2022) mengungkapkan bahwa penerapan 

Inaportnet dapat menjadi solusi yang mudah digunakan antara agen pelayaran dengan pihak 

penyelenggara pelabuhan, namun masih terdapat kendala dalam hal koordinasi dan 

pemahaman teknis. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian internasional yang 

menekankan pentingnya integrasi sistem dan kolaborasi antar pemangku kepentingan 

dalam implementasi digitalisasi pelabuhan. 

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi digital di 

kalangan pengguna sistem, termasuk agen pelayaran dan operator pelabuhan. Berdasarkan 

survei yang dilakukan oleh Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) pada tahun 2023, sekitar 

47% pengguna Inaportnet melaporkan bahwa mereka membutuhkan pelatihan tambahan 

untuk memahami operasional sistem secara penuh. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan 
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mendesak untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor maritim, yang 

sejalan dengan teori administrasi publik tentang capacity building. 

Dinamika ini tidak hanya mencerminkan permasalahan teknis, tetapi juga 

menunjukkan kelemahan dalam aspek manajemen pelayanan publik, khususnya dalam hal 

desain kebijakan, sinkronisasi data, dan pola komunikasi antar organisasi. Dalam teori 

administrasi publik, isu ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori jaringan (network 

theory), yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk 

mencapai tujuan bersama. Kurangnya koordinasi yang efektif di antara stakeholder, baik 

vertikal maupun horizontal, menunjukkan adanya governance gap, yang perlu diatasi 

melalui perbaikan desain kelembagaan dan penguatan mekanisme pengawasan. Dalam 

perspektif administrasi publik, permasalahan ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori 

jaringan (network theory), yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku 

kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Kurangnya koordinasi yang efektif di antara 

stakeholder menunjukkan adanya governance gap yang perlu diatasi melalui perbaikan 

desain kelembagaan dan penguatan mekanisme pengawasan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan 

koordinasi antar stakeholder dalam penerapan sistem Inaportnet, khususnya dalam 

penerbitan SPB. Dengan menggunakan kerangka teori administrasi publik, penelitian ini 

akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan kolaborasi lintas sektor dapat diterapkan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pelabuhan. Selain itu, penelitian 

ini juga akan mengeksplorasi pentingnya penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-

based policy) dan inovasi teknologi untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. 

Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya akan 

memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur administrasi publik, tetapi juga 

memberikan rekomendasi praktis kepada para pemangku kebijakan. Rekomendasi ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik di pelabuhan, 

sehingga mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

 

2. KAJIAN TEORI   

Administrasi Publik dalam konteks pelayanan pelabuhan 

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk menciptakan sistem 

pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam konteks pelabuhan, administrasi publik 

mencakup pengelolaan operasional kapal, bongkar muat barang, hingga penerbitan 

dokumen seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sistem Inaportnet merupakan 
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perwujudan dari upaya digitalisasi administrasi publik, sesuai dengan prinsip-prinsip New 

Public Management (NPM). Administrasi publik modern menekankan pentingnya 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Menurut Osborne (2010), 

paradigma administrasi publik telah bergeser dari pendekatan tradisional menuju New 

Public Management (NPM) dan Digital Era Governance (DEG), yang menekankan 

pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. Digitalisasi, termasuk 

dalam konteks pelabuhan, merupakan langkah strategis untuk menjawab tuntutan ini.  

Namun, perspektif ini harus diseimbangkan dengan pendekatan New Public Service 

(NPS), yang menekankan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan publik (Denhardt & Denhardt, 2000). Dalam kasus Sistem inaportnet sebagai 

bagian dari digitalisasi pelabuhan di Indonesia meruapakan implementasi nyata dari prinsip 

good governance, yang mencakup transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Sistem ini 

dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi kapal, barang, dan dokumen secara 

elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dan meningkatkan kepuasan 

pengguna layanan (Wibowo et al., 2021). Menurut Prakash dan Srivastava (2022), 

digitalisasi pelabuhan global telah terbukti mempercepat proses logistik, mengurangi biaya 

operasional, dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi 

pelabuhan juga relevan dengan teori modernisasi administrasi publik, di mana teknologi 

menjadi alat untuk mendorong inovasi dan efektivitas kebijakan publik (Dunleavy et al., 

2014). 

Teori Koordinasi dan Kolaborasi Antar-Stakeholder 

Koordinasi antar-stakeholder adalah komponen penting dalam administrasi publik, 

terutama dalam konteks layanan yang melibatkan berbagai aktor. Teori koordinasi oleh 

Malone dan Crowston (1994) menjelaskan bahwa efektivitas koordinasi tergantung pada 

kemampuan para pihak untuk berbagi informasi, menyelaraskan tujuan, dan mengelola 

konflik. Dalam pengelolaan pelabuhan, aktor-aktor seperti agen pelayaran, Syahbandar, 

otoritas pelabuhan, dan instansi pemerintah lainnya memiliki peran yang saling terkait. 

Hambatan dalam koordinasi, seperti komunikasi yang tidak efektif dan perbedaan 

kepentingan, dapat menghambat kelancaran operasional pelabuhan (Nasution & Basri, 

2022). Sistem inaportnet berfungsi sebagai platform untuk mengatasi hambatan ini, 

memungkinkan pertukaran informasi secara real-time dan menyederhanakan proses 

administrasi.  

Dari perspektif administrasi publik, kolaborasi yang efektif antar-stakeholder 

memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia 
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(Jensen et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan teori collaborative governance, yang 

menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai tujuan kebijakan publik 

(Ansell & Gash, 2008). Dalam kasus Inaportnet, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, 

operator pelabuhan, agen pelayaran, dan instansi terkait menjadi kunci utama untuk 

memastikan keberhasilan sistem. Misalnya, penelitian oleh Setiawan et al. (2021) 

menemukan bahwa partisipasi aktif stakeholder dapat meningkatkan tingkat penerimaan 

dan efektivitas penggunaan teknologi di pelabuhan. 

Efisiensi Operasional Pelabuhan sebagai Indikator Good Governance 

Efisiensi operasional pelabuhan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan 

penerapan prinsip good governance. Prinsip ini mencakup akuntabilitas, transparansi, dan 

efektivitas dalam pengelolaan layanan publik (UNDP, 2015). Dalam konteks pelabuhan, 

efisiensi operasional mencakup kemampuan untuk mengurangi waktu tunggu kapal, 

mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan biaya logistik (World Bank, 2022). 

Pelabuhan yang berhasil mengadopsi sistem digital seperti inaportnet menunjukkan 

peningkatan efisiensi hingga 30% (Gani et al., 2023). Namun, di Indonesia, tantangan 

seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, dan 

kurangnya pelatihan pengguna masih menjadi hambatan utama (Widianto et al., 2023). 

Teori sistem (Easton, 1965) menekankan pentingnya sinergi antara elemen teknologi, 

manusia, dan kebijakan untuk menciptakan efisiensi operasional yang berkelanjutan. 

Implikasi Kebijakan Digitalisasi pelabuhan dalam Administrasi Publik 

Digitalisasi pelabuhan melalui inaportnet merepresentasikan pendekatan kebijakan 

berbasis inovasi yang relevan dengan teori administrasi publik modern. Keberhasilan 

implementasi sistem ini memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif, mencakup 

penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengguna, dan penyediaan infrastruktur 

teknologi yang memadai. Menurut UNCTAD (2023), negara-negara yang berhasil dalam 

digitalisasi pelabuhan memiliki kerangka regulasi yang mendukung dan komitmen kuat 

dari pemerintah untuk mendorong adopsi teknologi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan 

digitalisasi pelabuhan harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem layanan yang inklusif, 

berkelanjutan, dan berorientasi pada pengguna. 

Kerangka Teoretis Integratif 

Kerangka teoretis integratif yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan 

teori administrasi publik, teori koordinasi, dan paradigma good governance untuk 

menganalisis penerapan inaportnet di pelabuhan. Pendekatan ini bertujuan untuk 

memahami dinamika digitalisasi pelabuhan sebagai bagian dari reformasi administrasi 
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publik yang lebih luas, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi 

keberhasilannya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 

pustaka untuk menganalisis dinamika koordinasi antar-stakeholder dalam penerapan 

Inaportnet di berbagai pelabuhan di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber 

sekunder, termasuk artikel jurnal ilmiah yang membahas efektivitas Inaportnet dan 

tantangan koordinasi di pelabuhan, buku dan laporan industri dari lembaga akademik, 

pemerintah, serta organisasi maritim seperti Kementerian Perhubungan RI, Pelindo, dan 

International Maritime Organization (IMO), serta regulasi dan kebijakan terkait, seperti 

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 157 Tahun 2015 tentang Inaportnet dan 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini juga menelaah hasil 

penelitian terdahulu untuk memperoleh wawasan lebih dalam mengenai efektivitas 

digitalisasi layanan kepelabuhanan dan kendala dalam koordinasi stakeholder, seperti 

penelitian Agustina (2021) yang mengevaluasi implementasi Inaportnet di Pelabuhan 

Tanjung Priok, Hendrawan (2020) yang membahas peran digitalisasi dalam efisiensi 

layanan pelabuhan, serta Sari & Nugroho (2019) yang mengkaji tantangan kolaborasi antar-

stakeholder dalam digitalisasi pelabuhan. Selain itu, analisis regulasi dan kebijakan 

dilakukan untuk memahami aspek hukum yang mendukung digitalisasi kepelabuhanan. 

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan 

membandingkan informasi dari berbagai jurnal, laporan industri, dan regulasi pemerintah, 

serta triangulasi teori dengan menggunakan konsep Collaborative Governance (Ansell & 

Gash, 2008) guna memahami bagaimana koordinasi stakeholder dapat ditingkatkan dalam 

sistem digital pelabuhan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman 

(1994) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data untuk memilah informasi yang 

relevan, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta penarikan kesimpulan yang 

didasarkan pada kajian literatur guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kendala dalam implementasi Inaportnet serta memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Dengan metode studi 

pustaka ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai 

koordinasi antar-stakeholder dalam digitalisasi layanan kepelabuhanan di Indonesia. 
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 

pulau, memiliki pelabuhan sebagai infrastruktur vital yang mendukung transportasi laut 

dan perdagangan nasional maupun internasional. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia 

dikategorikan berdasarkan fungsinya menjadi pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, 

dan pelabuhan khusus. Pelabuhan utama berperan sebagai tulang punggung perekonomian 

nasional dengan volume aktivitas yang tinggi, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta 

yang menangani sekitar 50% dari total aktivitas kargo nasional dan beroperasi 24/7 sebagai 

gerbang utama perdagangan. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menjadi pusat 

distribusi utama bagi wilayah Indonesia timur, sementara Pelabuhan Belawan di Medan 

berfokus pada ekspor hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Pelabuhan 

Makassar di Sulawesi Selatan berfungsi sebagai hub logistik untuk kawasan tengah dan 

timur Indonesia dengan kapasitas yang terus dikembangkan melalui modernisasi fasilitas.  

Selain pelabuhan utama, terdapat pelabuhan pengumpul dan pengumpan yang 

berperan dalam mendukung distribusi barang ke berbagai wilayah. Contohnya, Pelabuhan 

Bitung di Sulawesi Utara menjadi pintu ekspor komoditas perikanan ke pasar internasional, 

sedangkan Pelabuhan Dumai di Riau berfungsi sebagai pusat distribusi minyak sawit 

mentah dan hasil bumi lainnya. Sementara itu, pelabuhan pengumpan menghubungkan 

daerah-daerah terpencil dengan pelabuhan utama guna memastikan kelancaran arus barang 

ke seluruh pelosok negeri. Di sisi lain, pelabuhan khusus didesain untuk mendukung 

industri tertentu, seperti Pelabuhan Tarakan di Kalimantan Utara yang melayani industri 

minyak dan gas serta Pelabuhan Cigading di Banten yang berfokus pada sektor baja dan 

kimia. Pelabuhan-pelabuhan khusus ini dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan industri yang dilayaninya. 

Bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai implementasi sistem Inaportnet 

dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. 

Fokus utama adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, menganalisis dinamika 

koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengevaluasi tantangan dan upaya 

optimalisasi dalam penerapan sistem tersebut. Analisis ini didukung oleh data terbaru dan 

relevan, serta dikaitkan dengan teori administrasi publik yang sesuai. 

Identifikasi Stakeholder dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan prosedur wajib yang harus 

dipenuhi oleh setiap kapal sebelum meninggalkan pelabuhan, guna memastikan bahwa 

kapal tersebut memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, keamanan, serta kepatuhan 
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terhadap regulasi yang berlaku. SPB diterbitkan oleh Syahbandar sebagai otoritas 

tertinggi dalam keselamatan pelayaran, namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai 

pihak yang turut berkontribusi dalam proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi sebelum 

dokumen ini dapat diberikan. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab spesifik 

yang apabila tidak terkoordinasi dengan baik dapat menghambat efisiensi operasional kapal 

dan mengakibatkan keterlambatan keberangkatan. Dalam konteks digitalisasi pelabuhan, 

pemerintah telah menerapkan sistem Inaportnet untuk mempercepat proses administrasi 

kepelabuhanan, termasuk penerbitan SPB. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung 

pada tingkat kesiapan sumber daya manusia serta integrasi antar-lembaga yang terlibat.  

Sebagai otoritas utama dalam penerbitan SPB, Syahbandar memiliki tanggung 

jawab utama dalam memastikan bahwa kapal yang akan berlayar telah memenuhi 

persyaratan teknis dan administratif. Syahbandar melakukan verifikasi terhadap dokumen 

kapal, sertifikat keselamatan, daftar kru, manifest muatan, dan persetujuan dari instansi 

terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP). 

Proses ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga teknis, di mana Syahbandar perlu 

melakukan inspeksi fisik terhadap kapal guna memastikan bahwa kapal laik laut dan siap 

berlayar dengan aman. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia di 

beberapa pelabuhan sering kali menjadi kendala dalam percepatan verifikasi dokumen dan 

pemeriksaan kapal. Selain itu, meskipun sistem Inaportnet telah diterapkan untuk 

mempermudah pengajuan dokumen, masih terdapat perbedaan tingkat kesiapan digitalisasi 

di berbagai pelabuhan yang menyebabkan prosedur administrasi menjadi tidak seragam.  

Selain Syahbandar, agen pelayaran juga memiliki peran yang sangat penting 

dalam pengurusan SPB. Agen pelayaran bertindak sebagai perwakilan perusahaan 

pelayaran dalam mengajukan permohonan izin berlayar, serta bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap sebelum diajukan ke 

Syahbandar. Dalam era digitalisasi saat ini, pengajuan dokumen dilakukan melalui sistem 

Inaportnet, yang diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan 

kontak fisik yang dapat memperlambat layanan. Namun, masih terdapat tantangan dalam 

implementasi sistem ini, terutama bagi agen pelayaran yang belum sepenuhnya memahami 

prosedur digital atau yang masih menghadapi kendala teknis dalam penggunaan sistem. 

Kesalahan dalam input data atau ketidaksesuaian dokumen juga menjadi salah satu faktor 

yang dapat memperlambat penerbitan SPB, mengingat sistem digital mengandalkan akurasi 

dan keselarasan data antar-stakeholder.  
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Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal, terutama yang terkait dengan ekspor dan 

impor. Bea Cukai berperan dalam memastikan bahwa seluruh barang yang dimuat telah 

memenuhi ketentuan kepabeanan, termasuk pembayaran pajak dan bea keluar yang 

berlaku. Verifikasi dokumen kepabeanan dilakukan melalui sistem CEISA (Customs-

Excise Information System and Automation) yang memungkinkan pemantauan real-time 

terhadap pergerakan barang. Namun, sering kali terjadi ketidaksesuaian data antara CEISA 

dan Inaportnet, yang dapat menghambat proses penerbitan SPB. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun digitalisasi telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi 

data antar-platform yang digunakan oleh berbagai instansi. Selain itu, prosedur 

pemeriksaan fisik terhadap barang dalam muatan kapal dapat menambah waktu tunggu, 

terutama jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi lapangan.  

Selain Bea Cukai, pihak Imigrasi juga berperan dalam proses penerbitan SPB 

dengan memastikan bahwa seluruh kru kapal memiliki dokumen perjalanan yang sah, 

termasuk paspor, visa, dan daftar kru kapal (crew list). Imigrasi bertugas melakukan 

pemeriksaan keabsahan dokumen dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran 

keimigrasian yang dapat menghambat keberangkatan kapal. Salah satu tantangan utama 

dalam koordinasi dengan Imigrasi adalah ketidaksesuaian data antara crew list dan 

dokumen keimigrasian, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penerbitan izin 

berlayar. Proses pemeriksaan yang masih dilakukan secara manual di beberapa pelabuhan 

juga berpotensi menambah waktu tunggu kapal sebelum keberangkatan.  

Dari aspek kesehatan dan keselamatan pelayaran, Karantina Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kapal bebas dari risiko 

penyebaran penyakit menular. KKP menerbitkan Pratique (Surat Izin Kesehatan Kapal) 

sebagai salah satu persyaratan sebelum SPB dapat diterbitkan. Pemeriksaan kesehatan ini 

mencakup verifikasi dokumen kesehatan kru kapal, pemeriksaan sanitasi kapal, serta 

pengecekan sertifikat kesehatan internasional. Pada masa pandemi COVID-19, proses ini 

menjadi semakin ketat, yang menyebabkan peningkatan waktu tunggu kapal sebelum 

memperoleh izin berlayar. Di beberapa pelabuhan, keterbatasan fasilitas kesehatan dan 

tenaga medis juga menjadi tantangan dalam mempercepat proses pemeriksaan kesehatan 

kapal.  

Selain instansi pemerintah, operator pelabuhan seperti Pelindo dan pengelola 

terminal khusus juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penerbitan 

SPB. Mereka bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas sandar kapal, layanan bongkar 
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muat, serta pengelolaan lalu lintas kapal di pelabuhan. Operator pelabuhan berkoordinasi 

dengan agen pelayaran dan Syahbandar untuk memastikan kesiapan dermaga serta fasilitas 

logistik lainnya sebelum kapal diberangkatkan. Namun, di beberapa pelabuhan, 

keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi kendala dalam mendukung otomatisasi 

layanan kepelabuhanan. Masih terdapat beberapa pelabuhan yang menggunakan prosedur 

manual dalam verifikasi data kapal, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam penerbitan 

dokumen pelayaran.  

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SPB merupakan 

proses multi-stakeholder yang membutuhkan koordinasi erat antara berbagai pihak, baik 

dalam aspek administratif maupun teknis. Ketidakharmonisan regulasi, perbedaan sistem 

informasi, serta keterbatasan infrastruktur digital menjadi tantangan utama dalam 

mempercepat proses penerbitan SPB. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis 

untuk meningkatkan efisiensi, seperti harmonisasi regulasi antar-lembaga, integrasi sistem 

informasi antara Inaportnet, CEISA, dan SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian), serta 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam operasional sistem digital. Selain itu, 

investasi dalam infrastruktur digital di seluruh pelabuhan Indonesia menjadi hal yang 

krusial guna mendukung percepatan administrasi pelayaran. Dengan adanya perbaikan 

sistem dan koordinasi yang lebih efektif antar-stakeholder, diharapkan proses penerbitan 

SPB dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan mendukung peningkatan daya saing sektor 

maritim nasional. 

Dinamika Koordinasi Antar-Stakeholder dalam penerbitan SPB 

Dalam konteks administrasi publik, koordinasi antar pemangku kepentingan 

(stakeholder) merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, 

termasuk dalam penerapan sistem Inaportnet di sektor kepelabuhanan. Inaportnet sebagai 

sistem digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi kepelabuhanan 

menuntut keterpaduan berbagai instansi, seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 

Bea Cukai, Syahbandar, operator pelabuhan, agen pelayaran, serta instansi terkait lainnya. 

Keselarasan tujuan menjadi faktor kunci dalam efektivitas sistem Inaportnet, mengingat 

semua pihak yang terlibat memiliki visi yang sama, yakni memastikan kelancaran dan 

keamanan pelayaran, meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan, serta mempercepat proses 

administrasi ekspor-impor.  

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat hambatan koordinasi yang 

signifikan yang menghambat efektivitas sistem ini. Hambatan-hambatan tersebut dapat 

dikaji melalui perspektif administrasi publik, yang mencakup aspek fragmentasi regulasi, 
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kurangnya sinergi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur 

teknologi yang belum merata. Perbedaan regulasi dan prosedur internal sering kali 

menghambat optimalisasi sistem digital ini, menciptakan tantangan dalam koordinasi dan 

harmonisasi kebijakan. Dalam konteks pelayanan publik yang kompleks ini, Teori 

Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menjadi 

pendekatan yang relevan dalam menganalisis efektivitas kerja sama antar pemangku 

kepentingan. Teori ini menekankan bahwa kolaborasi yang efektif dalam sistem pelayanan 

publik dipengaruhi oleh keselarasan tujuan, koordinasi teknis, dan keterbatasan 

infrastruktur. 

Salah satu hambatan utama dalam koordinasi antar stakeholder adalah fragmentasi 

regulasi yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam prosedur administrasi. Setiap 

instansi memiliki regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing yang 

belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem Inaportnet. Contohnya, dalam proses 

pengurusan dokumen ekspor-impor, perbedaan regulasi antara Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai dengan agen pelayaran sering kali menimbulkan ketidaksepahaman terkait waktu 

validasi dokumen digital. Menurut laporan Kementerian Perhubungan (2021), sekitar 48% 

agen pelayaran menyatakan bahwa ketidaksesuaian regulasi antar instansi menyebabkan 

keterlambatan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Ketidakselarasan 

regulasi ini berdampak pada lambatnya alur birokrasi dan meningkatkan potensi inefisiensi 

dalam pelayanan pelabuhan. Dari sudut pandang administrasi publik, fenomena ini 

menunjukkan kurangnya koordinasi horizontal antar instansi pemerintah yang seharusnya 

memiliki visi yang sama dalam digitalisasi layanan kepelabuhanan Ketidaksesuaian 

regulasi ini tidak hanya memperlambat arus logistik, tetapi juga menimbulkan biaya 

tambahan (cost overrun) bagi pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran administrasi 

pelabuhan.  

Selain fragmentasi regulasi, hambatan lainnya adalah kurangnya sinergi dan 

komunikasi antar stakeholder dalam penerapan sistem Inaportnet. Digitalisasi layanan 

kepelabuhanan menuntut adanya komunikasi yang efektif antara instansi yang berbeda agar 

proses operasional dapat berjalan lancar. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi 

miskomunikasi antara operator pelabuhan, syahbandar, dan agen pelayaran, terutama 

terkait dengan penyelarasan jadwal keberangkatan kapal dan kelengkapan dokumen digital. 

Menurut survei yang dilakukan oleh Indonesia National Shipowners Association (INSA) 

tahun 2022, sekitar 40% operator pelabuhan mengeluhkan bahwa kendala utama dalam 

implementasi sistem ini adalah kurangnya koordinasi dengan instansi lain, khususnya Bea 
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Cukai dan Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP). Hal ini mengindikasikan bahwa belum 

adanya mekanisme koordinasi yang efektif, seperti forum komunikasi rutin antar instansi, 

yang dapat memfasilitasi penyelesaian kendala teknis secara lebih cepat dan efisien. Dalam 

perspektif administrasi publik, kondisi ini mencerminkan kurangnya pendekatan whole-of-

government, di mana instansi pemerintah masih bekerja dalam silo administratif tanpa 

integrasi yang kuat dengan stakeholder lainnya. 

Meskipun Inaportnet telah dirancang sebagai sistem terintegrasi, sinkronisasi data 

antar-instansi masih menjadi tantangan besar. Setiap stakeholder menggunakan sistem 

internal mereka sendiri untuk mengelola data, yang sering kali belum sepenuhnya 

kompatibel dengan Inaportnet. Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

menggunakan sistem CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) untuk 

memproses dokumen kepabeanan, sementara Kantor Imigrasi menggunakan sistem Sistem 

Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memverifikasi izin keluar-masuk 

awak kapal. Kedua sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time dengan 

Inaportnet, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam verifikasi dokumen kapal. Menurut 

Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (INSA, 2023), sekitar 55% permasalahan dalam 

penerapan Inaportnet disebabkan oleh kegagalan sistem dalam menyinkronkan data antar-

instansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan interoperabilitas antar-sistem serta 

penguatan infrastruktur big data yang memungkinkan pemrosesan informasi secara real-

time dan terotomatisasi.  

Hambatan lain yang juga signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia 

(SDM) yang menguasai sistem digital, terutama di pelabuhan-pelabuhan yang belum 

sepenuhnya siap dalam menghadapi transformasi digital. Inaportnet sebagai sistem berbasis 

digital menuntut penguasaan teknologi oleh seluruh pengguna sistem, baik di level operator 

maupun pengambil kebijakan. Namun, masih banyak agen pelayaran dan operator 

pelabuhan yang belum memiliki kompetensi yang cukup dalam mengoperasikan sistem ini. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2022, 

sekitar 50% operator pelabuhan mengaku bahwa kurangnya pelatihan teknis menjadi faktor 

utama yang memperlambat proses administrasi dalam penerbitan SPB. Selain itu, 78% agen 

pelayaran yang disurvei oleh INSA (2022) juga menyatakan bahwa mereka membutuhkan 

pelatihan reguler untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem Inaportnet. Dari 

sudut pandang administrasi publik, keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan 

kapasitas kelembagaan dalam mendukung transformasi digital. Kurangnya pelatihan dan 

pengembangan kompetensi bagi SDM yang terlibat dalam implementasi sistem ini 
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menyebabkan rendahnya efektivitas koordinasi, yang pada akhirnya berdampak pada 

keterlambatan layanan kepelabuhanan. 

Selain aspek regulasi, sinergi antar stakeholder, dan keterbatasan SDM, 

infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi hambatan utama dalam koordinasi 

antar pemangku kepentingan dalam penerapan Inaportnet. Meskipun pelabuhan utama di 

Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak telah memiliki 

infrastruktur digital yang cukup baik, banyak pelabuhan kecil yang masih mengalami 

keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat teknologi yang kompatibel, serta 

minimnya sistem backup jika terjadi gangguan sistem. Sebagai contoh, di beberapa 

pelabuhan di wilayah timur Indonesia, akses internet yang tidak stabil sering menyebabkan 

kegagalan sistem dalam mengunggah dokumen kapal, sehingga agen pelayaran masih 

harus melakukan proses manual sebagai alternatif. Kendala ini terutama terjadi di wilayah 

dengan akses infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas, seperti Pelabuhan Sibolga, 

Pelabuhan Ternate, dan Pelabuhan Tahuna, yang mengandalkan konektivitas internet 

satelit yang belum cukup andal untuk menunjang sistem berbasis digital.  Berdasarkan 

laporan Kementerian Perhubungan (2022), sekitar 65% agen pelayaran di pelabuhan 

pengumpan mengalami kendala dalam mengakses sistem Inaportnet akibat keterbatasan 

jaringan. Infrastruktur digital yang belum merata ini menyebabkan terjadinya kesenjangan 

dalam implementasi sistem, di mana beberapa pelabuhan dapat mengakses layanan digital 

dengan lancar, sementara pelabuhan lainnya masih mengalami keterlambatan akibat 

koneksi yang buruk. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini mencerminkan 

ketimpangan dalam distribusi sumber daya teknologi, di mana pemerintah perlu melakukan 

intervensi kebijakan yang lebih strategis untuk memastikan bahwa digitalisasi sistem 

Inaportnet dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah. 

Ketidakstabilan jaringan internet ini berakibat pada gangguan dalam pertukaran 

data antar instansi, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses penerbitan izin 

keberangkatan kapal serta pengelolaan logistik pelabuhan. Sebagai gambaran, di beberapa 

pelabuhan kecil, proses verifikasi dokumen digital yang seharusnya dapat dilakukan dalam 

waktu 2–3 jam, sering kali memakan waktu hingga lebih dari 12 jam akibat gangguan 

jaringan internet. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi layanan, tetapi juga menambah 

biaya operasional bagi pelaku usaha pelayaran, yang harus menghadapi biaya sandar kapal 

yang lebih tinggi akibat keterlambatan pengurusan dokumen. Untuk mengatasi kendala ini, 

beberapa pelabuhan telah mulai mengadopsi pendekatan hybrid, di mana sistem digital 
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tetap digunakan tetapi dengan opsi back-up berbasis manual sebagai alternatif saat terjadi 

gangguan jaringan.  

Berdasarkan berbagai hambatan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

meskipun sistem Inaportnet telah memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan 

efisiensi administrasi kepelabuhanan, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala 

koordinasi yang cukup kompleks dalam konteks administrasi publik. Untuk 

mengoptimalkan penerapan sistem ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, 

terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, investasi dalam 

infrastruktur digital, serta harmonisasi regulasi antarinstansi. Pada bab selanjutnya, akan 

dibahas lebih lanjut mengenai strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan guna 

meningkatkan efektivitas sistem Inaportnet dalam mendukung modernisasi pelayanan 

kepelabuhanan di Indonesia. 

Solusi dan Strategi dalam perspektif administrasi publik 

Dalam konteks administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan digital 

seperti Inaportnet sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

hambatan utama dalam penerapan sistem ini meliputi fragmentasi regulasi antar instansi, 

kurangnya sinergi dan komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam 

penguasaan teknologi, serta infrastruktur digital yang belum merata. Untuk mengatasi 

berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berbasis pada 

pendekatan administrasi publik yang menekankan pada harmonisasi kebijakan, penguatan 

mekanisme koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan pemerataan 

infrastruktur digital. Dengan solusi yang tepat, diharapkan sistem Inaportnet dapat berjalan 

lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan dan mempercepat 

transformasi digital di sektor maritim Indonesia. 

Salah satu strategi utama dalam mengatasi tantangan koordinasi adalah harmonisasi 

regulasi dan penyelarasan prosedur administrasi antar instansi. Fragmentasi regulasi yang 

masih terjadi, seperti perbedaan standar operasional prosedur (SOP) antara Bea Cukai, 

Syahbandar, dan agen pelayaran, sering kali menghambat proses digitalisasi layanan. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mempercepat integrasi regulasi antar 

instansi melalui penerbitan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang bersifat lintas 

sektoral, yang mewajibkan seluruh stakeholder menggunakan prosedur yang seragam 

dalam sistem Inaportnet. Selain itu, pembentukan tim koordinasi lintas instansi di bawah 

kendali Kementerian Perhubungan dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa setiap 
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regulasi yang diterapkan dalam sistem ini telah disesuaikan dengan kebutuhan seluruh 

pihak yang terlibat. Menurut laporan Kementerian Perhubungan (2021), sekitar 48% agen 

pelayaran dan operator pelabuhan menyatakan bahwa ketidaksesuaian regulasi antar 

instansi menjadi kendala utama dalam digitalisasi layanan kepelabuhanan. Dengan adanya 

harmonisasi regulasi, diharapkan kendala tersebut dapat diminimalkan, sehingga prosedur 

digital dalam Inaportnet dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi.  

Selain harmonisasi regulasi, strategi berikutnya adalah penguatan mekanisme 

koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Saat ini, komunikasi antar instansi yang 

terlibat dalam Inaportnet masih sering mengalami kendala, terutama dalam penyelarasan 

jadwal keberangkatan kapal dan kelengkapan dokumen digital. Untuk meningkatkan 

efektivitas koordinasi, diperlukan pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, operator pelabuhan, agen pelayaran, 

serta instansi terkait lainnya. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk membahas 

kendala teknis, menyelaraskan kebijakan antar instansi, serta mencari solusi terhadap 

berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan sistem Inaportnet. Berdasarkan 

survei yang dilakukan oleh Indonesia National Shipowners Association (INSA) pada tahun 

2022, sekitar 40% operator pelabuhan menyatakan bahwa kurangnya koordinasi dengan 

instansi lain menjadi kendala utama dalam penerapan sistem ini. Selain forum koordinasi, 

pemerintah juga perlu memanfaatkan platform komunikasi digital yang memungkinkan 

stakeholder berinteraksi secara lebih cepat dan transparan dalam menyelesaikan kendala 

operasional. Dengan adanya mekanisme koordinasi yang lebih baik, diharapkan berbagai 

masalah terkait sinkronisasi data dan keterlambatan administrasi dalam sistem Inaportnet 

dapat segera ditangani dengan lebih efisien.  

Strategi berikutnya yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi digital. Salah satu faktor yang 

menyebabkan lambatnya implementasi Inaportnet adalah kurangnya pemahaman teknis di 

kalangan agen pelayaran dan operator pelabuhan dalam mengoperasikan sistem ini. 

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (2022), sekitar 50% operator pelabuhan 

menyatakan bahwa kurangnya pelatihan teknis menjadi faktor utama yang memperlambat 

proses administrasi digital, sementara 78% agen pelayaran yang disurvei oleh INSA (2022) 

menyatakan bahwa mereka membutuhkan pelatihan reguler untuk meningkatkan 

pemahaman mereka terhadap sistem ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu menginisiasi 

program pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh pengguna Inaportnet, yang mencakup 

pelatihan teknis dalam penggunaan sistem, pemahaman tentang regulasi digital 
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kepelabuhanan, serta strategi dalam menangani kendala teknis. Pelatihan ini harus 

dilakukan secara berkala dan melibatkan instruktur dari berbagai instansi terkait, termasuk 

Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, serta perusahaan teknologi penyedia sistem. Selain 

itu, penerapan modul pembelajaran berbasis e-learning dapat menjadi alternatif yang lebih 

fleksibel bagi stakeholder yang berada di daerah dengan akses pelatihan yang terbatas. 

Dengan meningkatnya kompetensi SDM, maka efektivitas penggunaan Inaportnet akan 

semakin optimal, sehingga sistem ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam 

mempercepat proses administrasi kepelabuhanan.  

Selain aspek regulasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas SDM, strategi lain 

yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan Inaportnet adalah 

pemerataan infrastruktur digital di seluruh pelabuhan Indonesia. Saat ini, masih terdapat 

kesenjangan dalam akses jaringan internet di berbagai pelabuhan pengumpan, yang 

menghambat kelancaran operasional sistem Inaportnet. Berdasarkan laporan Kementerian 

Perhubungan (2022), sekitar 65% agen pelayaran di pelabuhan pengumpan mengalami 

kesulitan dalam mengakses sistem akibat keterbatasan jaringan internet. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan 

infrastruktur digital di pelabuhan-pelabuhan yang masih mengalami kendala konektivitas. 

Investasi dalam penguatan jaringan internet berbasis fiber optik, penyediaan server yang 

lebih andal, serta pengembangan sistem cadangan (backup system) sangat diperlukan untuk 

memastikan bahwa seluruh pengguna Inaportnet dapat mengakses sistem dengan lancar 

tanpa terkendala oleh masalah teknis. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta, seperti 

penyedia layanan internet (ISP), dapat menjadi solusi dalam mempercepat pemerataan 

akses digital di seluruh pelabuhan Indonesia. Dengan tersedianya infrastruktur yang 

memadai, maka hambatan dalam penerapan sistem Inaportnet akibat kendala teknis dapat 

diminimalkan, sehingga sistem ini dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan 

efisiensi layanan kepelabuhanan.  

Berdasarkan berbagai strategi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

optimalisasi penerapan Inaportnet memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada 

prinsip-prinsip administrasi publik. Harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme 

koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan pemerataan infrastruktur digital 

merupakan empat pilar utama yang harus diperkuat dalam rangka memastikan bahwa 

sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh 

pemangku kepentingan. Keberhasilan penerapan Inaportnet bukan hanya bergantung pada 

teknologi yang digunakan, tetapi juga pada sejauh mana koordinasi antar stakeholder dapat 
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berjalan secara efektif. Dengan implementasi strategi yang tepat dan didukung oleh 

komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, maka sistem Inaportnet dapat 

berfungsi sebagai instrumen utama dalam mempercepat digitalisasi layanan 

kepelabuhanan, meningkatkan transparansi administrasi, serta memperkuat daya saing 

sektor maritim Indonesia di kancah global. 

 

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Implementasi sistem Inaportnet di Indonesia merupakan bagian dari transformasi 

digital dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam administrasi kepelabuhanan. Namun, keberhasilan sistem ini masih 

menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek keselarasan tujuan antar instansi, 

koordinasi teknis, serta keterbatasan infrastruktur digital. Perbedaan regulasi dan kebijakan 

antar pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama dalam harmonisasi sistem, 

yang berdampak pada lambatnya integrasi data serta keterlambatan penerbitan dokumen 

kepelabuhanan. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan operator pelabuhan serta 

agen pelayaran juga menjadi tantangan besar, sehingga diperlukan pelatihan teknis secara 

berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman pengguna terhadap sistem Inaportnet. 

Dari sisi infrastruktur, masih banyak pelabuhan kecil yang belum memiliki jaringan 

internet yang stabil, sehingga menghambat kelancaran operasional sistem digital ini. Oleh 

karena itu, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 

wilayah pelabuhan pengumpan guna mendukung keberlanjutan implementasi Inaportnet di 

seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan koordinasi antar stakeholder melalui forum 

diskusi reguler juga perlu dilakukan untuk menyelaraskan regulasi dan prosedur yang 

berlaku, sehingga sistem ini dapat berjalan lebih efektif. Dengan langkah-langkah strategis 

ini, Inaportnet memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing sektor 

kepelabuhanan Indonesia serta mendukung efisiensi dalam ekosistem logistik nasional. 

Sebagai solusi, pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok telah mengembangkan 

forum diskusi reguler antara stakeholder untuk membahas kendala teknis dan operasional. 

Forum ini terbukti efektif dalam mengurangi potensi konflik peran serta meningkatkan 

sinergi antar pihak. 
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